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Abstrak
 

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan IPWL mengenai program wajib lapor berdasarkan Peraturan

Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2011 di Lembaga Komunitas “X” Kota Depok. Disahkannya program wajib

lapor dan menggandeng lembaga-lembaga terpilih sebagai pelaksana IPWL, merupakan sebuah wujud

upaya pemerintah dalam mengatasi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bertujuan

memberikan wadah bagi pecandu narkotika memperoleh haknya untuk sembuh melalui rehabilitasi (dalam

penelitian ini rehabilitasi sosial). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan IPWL yang

diselenggarakan di Lembaga Komunitas “X” Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain

deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program wajib lapor di IPWL Lembaga Komunitas

“X” Depok, melaksanakan tugas sebagai IPWL dengan SOP yang telah dibuat dan dikembangkannya sesuai

pedoman Kementerian. Terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 2011 yaitu tidak terdapat tenaga psikolog dan tenaga pekerja sosial secara langsung saat

pelaksanaan, melainkan hanya pada saat rapat koordinasi dan workshop. IPWL Lembaga Komunitas “X”

melaksanakan rehabilitasi sosial dengan metode “12 langkah” yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

dan juga dikemas kedalam kegiatan sharing feeling. Lembaga Komunitas “X memiliki sumberdaya yang

memadai serta struktur organisasi yang jelas. Di sisi lain, terdapat hambatan dalam pencairan dana/gaji oleh

pemerintah bagi para tenaga pelaksana tetap IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok yang perlu menjadi

perhatian khusus dan evaluasi bagi pemerintah. Kemudian jam buka operasional Lembaga Komunitas “X”

sebagai IPWL terlalu siang yaitu pukul 10.00 WIB, menyebabkan klien rawat jalan yang berstatus pekerja

khususnya bekerja dengan sistem shift, mengalami kendala untuk melakukan konseling rutin mingguan.

Wajib menjadi poin penting bagi IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok untuk memperbaiki kebijakannya

dan lebih memperhatikan hak klien rawat jalan.

<hr>

This research is review about the implementation of IPWL on the ‘Compulsory Reporting Program’ based

on Government Regulation Number 25 of  2011 in the “X” Community Institution in Depok. The existence

of a “Compulsory Reporting Program” by the government in collaboration with attempt by the government

to reduce the high number of cases of drug abuse in Indonesia, and aims to provide a forum forn narcotics

addicts to get their right to recover through rehabilitation, in this research, is social rehabilitation. The

purpose of this research is to analyze the implementation of ‘compulsory reporting’ held at “X” Community

Institution as IPWL. This research is a qualitative research with a descriptive design. The result of this

research, it was found that the implementation of the “Compulsory Report Program” in Community

Institutions “X” runs IPWL using a Standard Operating Procedure that has been developed according to the
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guidelines given by the government. There are several differences in it’s application with government

regulation number 25 of 2011. The difference is that there are no psychologists and social workers during

the inplementation, but only gathering during coordination meetings and workshops. The Community

Institution “X” carries out sosial rehabilitation using the “12 steps” method which is applied in daily and

also packaged into “Sharing Feeling” activities, there are has adequate resource and a clear organizational

structure. However, there were still barriers to disbursement of funds (salary/incentive) by the government

for the implementers of ‘Compulsory Reporting Program’, it must be a concern and evaluation for the

government. Another barriers is, the Community Institution “X” has operating hours at 10.00 am. This

causes difficulties for outpatient clients who are workers and have a shift system in their work to come for

counseling with coucelor at IPWL of “X” Community Institution. Must be an important point for IPWL to

improve their policies about the operating hours, and pay more attention to the rights of outpatient clients.

 


